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ABSTRAK

Pembentukan  Peraturan  Menteri/Kepala  Lembaga  seringkali
menimbulkan permasalahan baik di pemerintahan maupun di masyarakat.
Permasalahan tersebut juga dikeluhkan oleh Presiden selaku Kepala
Pemerintahan. Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden mengeluarkan
kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian
Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga.
Peraturan Presiden ini mewajibkan rancangan Peraturan Menteri untuk
mendapatkan persetujuan Presiden terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh
Menteri pemrakarsa. Namun terdapat beberapa keresahan penulis terhadap
beberapa proses pemberian persetujuan Presiden yang masih bersifat abstrak.
Selain itu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden ini juga saling
bertentangan antara satu sama lain. Dari keresahan tersebut, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian terhadap Persetujuan Presiden dalam Pembentukan
Peratuan Menteri dengan menggunakan Perspektif Siya’sah Dusturiyyah.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan
pendekatan yuridis-normatif yang bertumpu pada bahan-bahan hukum utama
dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk kemudian
dipaparkan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang berpedoman
pada norma-norma hukum dan hierarkhi yang termaktub dalam Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 menimbulkan beberapa
permasalahan baru. Baik terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut
maupun Peraturan Menteri yang dihasilkan. Selain itu, ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 juga bertentangan dengan
konsep, kaidah Fighiyyah Kuliyyah, dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam
Siya’sah Dusturiyyah.  Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan
bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 atau kebijakan persetujuan
Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri tidak efektif dalam mengatasi
permasalahan Peraturan Menteri.

Kata Kunci: Peraturan Menteri, Persetujuan Presiden, Siya sah Dusturiyyah



ABSTRACT

The formation of Ministerial Regulations/Heads of Institutions often
creates problems both in government and in society. The President as the Head
of Government also complained about this problem. In response to these
problems, the President issued a policy in the form of Presidential Regulation
Number 68 of 2021 concerning Granting Presidential Approval to Draft
Ministerial Regulations/Heads of Institutions. This Presidential Regulation
requires the draft Ministerial Regulation to obtain prior approval from the
President before being stipulated by the initiating Minister. However, there are
some writers' concerns about some of the processes for granting the President's
approval which are still abstract. In addition, several provisions in this
Presidential Regulation also contradict each other. From this concern, the author
is interested in conducting research on Presidential Approval in the Formation
of Ministerial Regulations using the Siya'sah Dusturiyyah Perspective.

The type of this research is library research using a juridical-normative
approach that relies on the main legal materials by examining theories, concepts,
legal principles and laws and regulations related to this research and then
systematically presented. through various literary sources that are guided by the
legal norms and hierarchies contained in the applicable laws and regulations.

The results of this study indicate that the provisions stipulated in
Presidential Regulation Number 68 of 2021 raises several new problems. Both
the implementation of the Presidential Regulation and the resulting Ministerial
Regulation. In addition, the provisions stipulated in Presidential Regulation
Number 68 of 2021 contradict the concepts, rules of Fighiyyah Kuliyyah, and
the principles used in Siya'sah Dusturiyyah. These problems show that it shows
that Presidential Regulation Number 68 of 2021 or the policy of President's
approval in the formation of Ministerial Regulations is not effective in
overcoming the problems of Ministerial Regulations..

Key Word: Ministerial Regulation, President Approvel, Siya’sah Dusturiyyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI
Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22

Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak di lambangkan Tidak dilambangkan
< B2’ B Be
< Ta’ T Te
& sa’ § Es (dengan titik di atas)
z I J Je
Ha (dengan titik di
z Ha’ h
bawah)
z Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 7al Z Zet (dengan titik di atas)
| Ra’ R Er
D Za’ Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye

vii



Es (dengan titik di

o Sad S
bawah)
De (dengan titik di
o= Déad d
bawah)
Te (dengan titik di
L T& t
bawah)
Zet (dengan titik di
35} 7a z
bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
B Mim M ‘em
S Nun N ‘en
9 Wawu W W
E Ha’ H Ha
e ‘ ‘ Apostrof
¢ Ya’ Y Ye

. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

333254

Ditulis

Muta’addidah
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Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata

1. Bila ta’ marbiitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan

sebagainya.
FR Ditulis hikmah
Lia Ditulis Jizyah

2. Bila ta’ marbutah di ikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua

itu terpisah, maka di tulis dengan h

c«t\éyﬂ H.ZDS

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup dengan harakat fatha/, kasrak, dan dammah

ditulis t
Sl Ditulis Zakat al-figrf
D. Vokal Pendek
- Fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis I
. dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
alals Ditulis Jahiliyyah
Fathah + ya’ mati Ditulis A
(i Ditulis Tansa




Kasrah + ya’ mati Ditulis I
NES Ditulis Karim
dammah + wawu Ditulis U
mati
s Ditulis Furiid
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
R Ditulis Bainakum
Fathah + wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof ()

F5FF
o

]|

Ditulis

A’antum

Ditulis

La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan

al.

ool

Ditulis

Al-Qur’an

el

-

Ditulis

Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif + Lam diikuti syamsiyyah ditulis dengan

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan

huruf | (el)-nya.



PN Ditulis as-Sama

ouadl Ditulis as-Syams

. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
oas0dl 555 Ditulis Zawi al-furid
A3 Ditulis Ahl as-Sunnah

. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di
kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan
huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital
untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:
Ge A 48 0 ) gima)y s

Syahru ramadan al-1azi unzila fthil-Qur’a.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis, mashab

syariat, lafaz.
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2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-hijab.

3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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MOTTO

“Comparison Is The Thief Of Joy”

-Theodore Roosevelt-

“Destination Is Nothing, The Journey Is Everything”

-Herman Praktikto-
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan Peraturan Menteri seringkali menimbulkan keresahan
di tengah masyarakat. Namun, permasalahan tersebut ternyata juga
dikeluhkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pemerintahan. Pembentukan Peraturan Menteri yang sering menimbulkan
permasalahan, seringkali menjadikan Presiden sebagai sorotan.! Meskipun
tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan Peraturan Menteri,
namun Presiden tetap harus bertanggung jawab atas segala Peraturan yang

dibentuk oleh Menteri-Menteri yang dipimpin.

Sebagai pejabat pelaksana, Menteri yang tidak memimpin
Kementerian Koordinator memiliki wewenang dalam menyusun dan
menetapkan Peraturan Menteri.? Penyusunan dan penetapan Peraturan
Menteri tersebut, didasarkan pada perintah ataupun arahan dari Presiden
ketika rapat terbatas maupun ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Selain itu, penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri

didasarkan pada atribusi dari jabatan Menteri.®

1 Setkab: Ketentuan Peraturan Menteri Wajib Disetujui Presiden Tak Akan Perpanjang
Birokrasi (kompas.com), diakses pada 21 Juni 2021 Pukul 16:27 WIB.

2 Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 5.

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 8 ayat (2).


https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/07455611/setkab-ketentuan-peraturan-menteri-wajib-disetujui-presiden-tak-akan
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/07455611/setkab-ketentuan-peraturan-menteri-wajib-disetujui-presiden-tak-akan

Namun, seringkali arahan yang diberikan Presiden ketika rapat
terbatas diterjemahkan berbeda oleh Menteri. Hal ini, mangakibatkan
Peraturan Menteri yang ditetapkan tidak sesuai dengan arahan dan

keinginan dari Presiden.*

Menyikapi persoalan tersebut, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap
Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga. Melalui Peraturan ini,
setiap rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai melalui tahap
pembahasan harus dimintakan persetujuan kepada Presiden terlebih
dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri.> Oleh karena itu, penulis
menyebut Peraturan Presiden ini sebagai kebijakan persetujuan Presiden
dalam Pembentukan Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, disebutkan
mengenai proses-proses yang harus dilalui oleh rancangan Peraturan
Menteri untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden. Dari mulai tata cara
penyampaian permohonan persetujuan Presiden, hingga penyampaian
keputusan dari presiden terhadap rancangan Peraturan Menteri yang
dimintakan persetujuan.

Namun beberapa proses yang disebutkan dalam kebijakan tersebut

tidak dijelaskan secara rinci dan masih bersifat abstrak. Hal ini yang

4 Setkab: Ketentuan Peraturan Menteri Wajib Disetujui Presiden Tak Akan Perpanjang
Birokrasi (kompas.com), diakses pada 21 Juni 2021 Pukul 16:27 WIB.

S Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden
Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4.



https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/07455611/setkab-ketentuan-peraturan-menteri-wajib-disetujui-presiden-tak-akan
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/07455611/setkab-ketentuan-peraturan-menteri-wajib-disetujui-presiden-tak-akan

menimbulkan keresahan terhadap pelaksanaan dari kebijakan tersebut.
Selain itu, beberapa proses tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan lain. Meskipun dalam Peraturan Presiden tersebut
disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan
Sekretaris Kabinet, namun hingga saat ini belum ditemukan Peraturan
Sekreteris Kabinet yang mengatur lebih lajut mengenai proses pemberian
persetujuan Presiden.

Selain proses yang masih bersifat abstrak, Kriteria rancangan
Peraturan Menteri yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2021 juga menimbulkan keresahan. Kriteria lintas
sektoral atau lintas Kementerian yang dicantumkan daam kriteria tersebut
bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1). Hal ini dikarenakan, dalam Pasal 2
ayat (1) dijelaskan bahwa Menteri/Kepala Lembaga menyusun rancangan
Peraturan Menteri sesuai dengan lingkup tugas kewenangan yang
dimiliki.® Pasal tersebut bertentangan dengan kriteria lintas sektoral atau
lintas Kementerian yang memperbolehkan pembentukan Peraturan
Menteri yang memiliki materi muatan melebihi kewenangan Menteri yang
menetapkan.’

Dari beberapa uraian keresahan yang telah disebutkan, penulis
tertarik untuk membahas tentang ‘“Persetujuan Presiden dalam

Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif Siya ’sah Dusturiyyah”. Dalam

® Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Presiden
Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, Pasal 2 ayat (1).

" Pasal 3 ayat (2) huruf (c),



penelitian ini, penulis berusaha mengkaji setiap ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 dengan menggunakan

teori Perundang-Undangan dan teori Siya 'sah Dusturiyyah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis teori perundang-undangan terhadap implikasi
dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 20217

2. Bagaimana analisis Siya ’sah Dusturiyyah terhadap implikasi dari
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 20217

3. Bagaimana efektivitas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021

dalam mengatasi permasalahan Peraturan Menteri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengetahui dan menjelaskan analisis teori perundang-
undangan terhadap implikasi dari ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.



b. Mengetahui dan menjelaskan analisis Siya’sah Dusturiyyah
terhadap implikasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

c. Mengetahui dan menjelaskan efektivitas Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2021 dalam mengatasi permasalahan
Peraturan Menteri.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian
terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

2) Hasil penulisan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
informasi terhadap masyarakat terutama terhadap kalangan
akademisi untuk merangsang pemikiran kritis dalam
menyikapi dinamika pembentukan peraturan perundang-
undangan yang ada.

b. Kegunaan Secara Praktis
1) Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan

sebagai rujukan atau penambahan keilmuan secara umum,
terutama di bidang Hukum Tata Negara.

2) Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat
digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi
Pemerintah atau Kepala Pemerintah agar lebih berhati-hati

dalam membentuk suatu kebijakan atau peraturan.



D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait judul “Persetujuan
Presiden dalam Pembentukan Peratuan Menteri Perspektif Siya’sah
Dusturiyyah” ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki
keterkaitan dengan judul skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut
adalah sebagai berikut:

Pertama, adalah jurnal karya dari Firdaus dan Donny Michael
yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-
Kementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non-Struktural
Oleh Peraturan Perundang-Undangan”.® Dalam jurnal ini, dijelaskan
keabsahan dari proses pembentukan dan efektivitas pelaksanaan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun
2018. Sekilas, objek antara jurnal ini dengan penelitian yang penulis
lakukan memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terdapat pada
pembahasan mengenai solusi dari permasalahan Peraturan Menteri dan
Peraturan Kepala Lembaga setigkat Menteri. Namun terdapat
perbedaan pada Peraturan yang dibahas. Pada jurnal ini, Peraturan yang

dibahas adalah Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan

8 Firdaus, Donny Michael, “Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri,
Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Atau Rancangan Peraturan Dari
Lembaga Non-Struktural Oleh Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure,
Vol. 19:3 (Tahun 2019).



dalam penelitian yang penulis lakukan, Peraturan yang dibahas adalah
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Selain perbedaan tersebut,
solusi yang dibahas dalam jurnal ini dengan penelitian yang penulis
angkat juga berbeda. Pada karya ini solusi yang dibahas adalah
pengharmonisasian sedangkan solusi yang dibahas dalam penelitian ini
adalah pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan Peraturan
Menteri.

Kedua, adalah jurnal karya Agnes Fitryantica yang berjudul
“Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui
Konsep Omnibus Law”.° Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa konsep
Omnibuslaw cukup penting untuk menciptakan Peraturan Perundang-
Undangan yang harmonis. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan
penelitian yang penulis lakukan. Kesamaan tersebut terdapat
pembahasan mengenai pemecahan permasalahan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia. Namun terdapat perbedaan dalam pemecahan
masalah yang dibahas. Yang mana pada jurnal ini membahas penerapan
Omnibuslaw sedangkan pada pembahasan penelitian yang penulis
angkat mengenai persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan
Menteri.

Ketiga, adalah Jurnal karya Ni’matul Huda yang berjudul

“Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif

% Agnes Fitryantica, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui
Konsep Omnibus Law”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6 (Tahun 2019).



Sistem Presidensial”.’ Dalam jurnal ini, dijelaskan mengenai
kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem perundang-undangan
Indonesia serta upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari
terjadinya obesitas pembentukan Peraturan Menteri. Jurnal ini memiliki
kesamaan pembahasan dengan penelitian yang penulis angkat.
Kesamaan tersebut terdapat pada pembahasan mengenai permasalahan
Peraturan Menteri di Indonesia. Namun terdapat perbedaan
permasalahan yang dibahas. Pada jurnal ini, permasalahan yang dibahas
adalah obesitas regulasi. Sedangkan , permasalahan yang dibahas yang
penulis bahas dalam penelitian ini adalah permasalahan yang
ditimbulkan dari persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan
Menteri.

Keempat, adalah artikel karya dari Antoni Putra yang berjudul
“Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan.”!!
Dalam artikel tersebut, dijelaskan dua permasalahan yang ditimbulkan
oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Dua permasalahan
tersebut merupakan pergesekan kewenangan dalam hal harmonisasi
Peraturan Menteri dan pengabaian sejumlah perintah dalam Undang-

Undang untuk membentuk lembaga khusus yang membidangi

Peraturan Perundang-Undangan. Artikel ini memiliki kesamaan dengan

1 Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka
Mendukung Kemudahan Berusaha”, Jurnal Rechvinding, Vol. 7:3 (Tahun 2018).

11 Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan - pshk.or.id, diakses pada
22 April 2022, pukull 13:20 WIB



https://www.pshk.or.id/blog-id/masalah-persetujuan-presiden-dalam-pembentukan-peraturan/

penelitian yang penulis angkat. Kesamaan tersebut adalah sama-sama
membahas mengenai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.
Namun terdapat perbedaan perspektif dalam membahas Peraturan
tersebut. Dari yang penulis amati, artikel ini menggunakan perspektif
lembaga negara untuk membahas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2021. Sedangkan dalam penelitian ini, digunakan teori Perundang-
Undangan dan teori Siya 'sah Dusturiyyah.

Kelima, adalah Jurnal karya dari Mohammad Amar Khaerul
Umam dan Fitriani A. Sjarif yang berjudul “Pengaturan Pemberian
Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri
Berdasarkan Teori Peraturan Perundang-Undangan™.*? Dalam jurnal ini
dijelaskan bahwa Persetujuan Presiden dalam rancangan Peraturan
Menteri merupakan solusi yang kurang tepat. Hal ini karena dalam
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021, proses atau rantai birokrasi
terutama pembentukan Peraturan Menteri akan semakin panjang. Selain
itu, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 juga akan menimbulkan
ketidakjelasan proses dalam pembentukan Peraturan Menteri, terutama
dalam hal Peraturan Menteri apa saja yang harus mendapatkan
Persetujuan Presiden. Masalah lain juga terdapat pada pemberian fungsi
baru kepada Sekretaris Kabinet. Jurnal ini memiliki kesamaan

Peraturan dengan penelitian yang penulis angkat. Namun terdapat

12 Mohammad Amar Khaerul Umam dan Fitriani A.Sjarif, “Pengaturan Pemberian
Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Berdasarkan Teori Peraturan
Perundang-Undangan”, Pakuan Law Review, Vol. 7:2 (Tahun 2021).
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perbedaan pada teori yang digunakan antara Jurnal ini dengan
penelitian yang penulis angkat. Jurnal ini menggunakan teori
Perundang-Undangan saja. Sedangkan penelitian ini menggunakan
teori Perundang-Undangan dan teori Siya 'sah Dusturiyyah.

Dari beberapa karya yang telah disebutkan, terdapat perbedaan
antara karya-karya yang telah disebutkan dengan judul penelitian yang
penulis angkat. Terlebih, belum terdapat karya yang membahas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 dengan menggunakan

perspektif Siya 'sah Dusturiyyah.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perundang-Undangan

Salah satu cabang dari ilmu pengetahuan perundang-
undangan adalah teori perundang-undangan. Teori perundang-
undangan bersifat kognitif dan mengarah kepada pencarian
penjelasan dan kejernihan dari definisi-definisi.*?

Teori perundang-undangan memberikan penjelasan yang
mendalam terkait hal-hal yang berhubungan dengan peraturan
perundang-undangan untuk menghasilkan peraturan perundang-
undangan yang berkualitas, baik secara formil, materiil dan dapat

berdaya serta berguna bagi sarana peraturan perundang-

13 Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Kanisus, 2007), him. 8-9.
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undangan.!* Untuk itu, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
seperti asas-asas, jenis, hierarkhi, materi muatan dari peraturan
perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
merupakan salah satu tuntunan atau rambu-rambu dalam
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.® Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat 7 asas
pembentukan peraturan perundang-undangan. Yakni:

a. Asas kejelasan tujuan?®

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat?’

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

muatan®®

d. Asas dapat dilaksanakan®®

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan®

14 Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2018), him. 38.

15 Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan,
(Yogyakarta: Kanisus, 2007), him. 252.

16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 5 huruf (a).

7 pasal 5 huruf (b).
18 pasal 5 huruf (c).

19 pasal 5 huruf (d).
20 pasal 5 huruf (e).
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f. Asas Kejelasan rumusan?!

g. Asas Keterbukaan.??

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
terdapat asas-asas yang harus di cerminkan oleh materi muatan
peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 6 ayat
(1).2 Namun, materi muatan dari suatu peraturan perundang-
undangan tidak hanya harus mencerminkan asas dalam Pasal
tersebut. Melainkan juga dapat mencerminkan asas-asas lain sesuai
dengan bidang hukum yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan.?*

Berikut adalah beberapa jenis peraturan perundang-
undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 19452
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat®

c. Undang-Undang/Peraturan ~ Pemerintah  Pengganti

21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 5 huruf (f).

22 pasal 5 huruf (g).

23pasal 6 ayat (1).

2 pasal 6 ayat (2).

2 pasal 7 ayat (1) huruf (a).
26 pasal 7 ayat (1) huruf (b).
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Undang-Undang?’
d. Peraturan Pemerintah?®
e. Peraturan Presiden?®
f. Peraturan Daerah Provinsi*°
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota®!

Beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang telah
disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) tersebut belum mencakup
keseluruhan jenis peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia. Melainkan, masih terdapat beberapa jenis peraturan
perundang-undangan lain yang diakui dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh jenis peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.®? Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain
adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri, Ketua Lembaga
Negara, Kepala Daerah, dan Kepala Instansi yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang.*?

2. Teori Siya sah Dusturiyyah

2" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Pasal 7 ayat (1) huruf (c).

28 pasal 7 ayat (1) huruf (d).
29 pasal 7 ayat (1) huruf (e).
%0 pasal 7 ayat (1) huruf (f).
31 pasal 7 ayat (1) huruf (g).
32 pasal 8 ayat (2).
33 Pasal 8 ayat (1).
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Secara etimologi, kata Siya’sah berasal dari kata Sasa yang
berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat
keputusan.3* Sedangkan kata Dusturiyyah berasal dari kata Dusturi
yang diartikan sebagai penanda bahwa sesorang adalah pemuka
agama (pendeta) bagi agama Zoroaster atau majusi.®® Namun jika
diartikan dalam bahasa Arab, kata Dusturiyyah berarti asas dasar
pembinaan. °

Secara terminologi, kata Siya’sah diartikan oleh Ahmad Fathi
Bahatsi sebagai pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai
dengan Syara’3" Sedangkan menurut Muhammad Igbal, kata
Dusturiyyah berarti himpunan kaidah-kaidah yang membahas
mengenai dasar-dasar dan hubungan kerjasama antar anggota
masyarakat dalam lingkup sebuah negara yang berbentuk tertulis
maupun tidak tertulis.®

Siya’sah Dusturiyyah membahas permasalahan-pemasalahan

yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat yang

3 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthanniyah, alih bahasa Fadli Bahri, cet. Edisi I,
(Bekasi: PT Darul Falah, 2017), him. 48.

% Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2001), him. 153.

% bid

37 Ahmad Fathi Bahatsi, As Syasah Al-Jinayah Al-Syari’at Al-Islamiyah, disadur oleh H.
A. Djazuli, Figh Siya’sah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2003), him. 26.

% Muhammad Igbal. Figih Siya’sah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, cet. Ke-1,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 154.
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dipimpin serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat.®
Sebagai salah satu dari bagian Fiqih Siya sah, Siya’sah Dusturiyyah
memiliki ruang lingkup yang luas. Untuk itu, pembahasan pada
Siya’sah  Dusturiyyah dibatasi hanya membahas mengenai
peraturan-peraturan dasar yang berhubungan dengan bentuk dan
kekuasaan Pemerintah, mekanisme pemilihan pejabat-pejabat
negara, batasan kekuasaan yang menunjang pelaksanaan urusan
umat, hak dan kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan
antara penguasa dan rakyat yang dipimpin.*

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkorelasikan teori
Siya’sah Dusturiyyah yang berkenaan dengan konsep Kementerian
dan pembentukan Peraturan Menteri dengan hasil temuan dari
penelitian yang telah penulis lakukan. Kemudian, penulis akan
memberikan analisis terhadap implikasi dari setiap ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Penulis
akan berpatokan kepada dalil-dalil serta konsep Kementerian yang
termaktub pada Al-Qur’an dan kitab-kitab yang dituliskan oleh
ulama-ulama terdahulu. Selain itu, penulis juga akan berpegang
kepada pinsip-prinsip hukum Islam dan kaidah Fighiyyah Kulliyah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa prinsip

% H.A. Djazuli, Figh Siya’sah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 47.

40°J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siya’sah:Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, (Yogyakarta:
Ombak, 2014), him 43-44.
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hukum Islam, yakni prinsip kepastian hukum dan prinsip tanggung
jawab seorang pemimpin.Sedangkan kaidah-kaidah Fighiyyah
Kulliyah yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Yang meyakinkan dapat hilang dengan adanya hal lain yang
meyakinkan pula*
Gy Y1 5 Y (il Calla

b. Perkara yang membuat sempurnanya hukum wajib maka
perkara itu hukumnya wajib pula*

Gaaly 504 Y a3l 2D Y
c. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan
Khusus*3

Prinsip dan kaidah tersebut juga akan menjadi pisau analisis

terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

F. Metode Penelitian
Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian berkaitan dengan analisa
dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan
konsisten. Metodologis sendiri berarti suatu penelitian tersebut sesuai

dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti suatu penelitian

41 H. Sukanan, S.Pd.I dan Ust. Khairuddin, Ushul Figh Terjemahan Mabadi Awwaliyyah,
(ttp.: tnp. , t.t.) him. 35.

“2 1bid, him. 54.

4 J. Suyuthi Pulungan, Fikih Siya’sah:Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, (Yogyakarta:
Ombak, 2014), him. 37.
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dilakukan berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten sendiri berarti
dalam suatu penelitian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam
mengarahkan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi

ini. Untuk itu, penyusun menyajikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan
atau penelitian yang dilakukan melalui penelusuran terhadap
literatur-litareratur yang ada kemudian ditelaah secara tekun.**
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
dilakukan melalui penelaahan sumber data sekunder, baik bahan
hukum primer maupun sekunder. Hal ini bertujuan untuk
memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan
Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri
Perspektif Siya’sah Dusturiyyah. Penelitian dilakukan untuk
memecahkan masalah yang disebutkan pada rumusan masalah
serta memberikan solusi dengan bertumpu kepada penelitian yang

kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini Dbersifat deskripsi-analitis yang diawali

dengan pengumpulan data yang kemudian data tersebut

4 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2006), him. 92.
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dideskripsi, diklarifikasi, dan dianalisis sesuai dengan
permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan

komprehensif.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif
yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta Peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan judul penelitian
ini. Kemudian materi-materi pembahasan dipaparkan secara
sistematis melalui berbagai sumber literatur yang berpedoman
pada norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga negara.

4. Jenis Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan
adalah jenis sumber data sekunder yang diperoleh penulis secara
tidak langsung dari objek penelitian. Atau diperoleh melalui
sumber lain yang menyediakan data jadi. Adapun bahan hukum
ang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang

memiliki kekuatan mengikat.** Contoh bahan hukum

4 Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”,
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. (5:3), (Tahun 2006), him. 87.
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primer adalah peraturan perundang-undangan, kaidah
hukum yang berasal dari putusan pengadilan sebagai
Yurisprudensi Mahkamah Agung dan catatan resmi atau
risalan dalam pembuatan peraturan perundnag-
undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,

3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021
Tentang Pemberian Persetujuan Presiden
Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala
Lembaga

4) Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara

5) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan
pimpinan Tinggi Madya

6) Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun

2021 tentang Penanganan dan Pencegahan
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Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan
Tinggi
b. Bahan Hukum Sekunder
Merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki,
bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang
hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.*
Meskipun bukan berupa dokumen resmi, namun bahan
sekunder memiliki keterkaitan dengan bahan hukum
primer. Dan dapat membantu dalam menganalisis dan
memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berupa buku, jurnal, artikel, berita serta pendapat-
pendapat dari ahli hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum
yang memberikan petunjuk, maupun definisi dari kata-
kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sumber
hukum tersier dapat berupa kamus hukum maupun
kamus bahasa asing dan kamus bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

4 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, cet. Ke-13, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 21.
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Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data
library research atau penelitian kepustakaan. Melalui metode
yang demikian, data-data diperoleh dari skripsi, tesis, desertasi,
jurnal, buku, serta karya ilmiah lain yang membahas mengenai
persetujuan Presiden dalam pembentukan Peraturan Menteri.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data
kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode
induktif dan deduktif. Dengan menggunakan metode ini, data-
data yang telah diperoleh dan terkumpul akan diklarifikasi secara
sistematis dan logis oleh penulis. Sehingga data yang semula
bersifat umum dikerucutkan menjadi data yang bersifat khusus
untuk kemudian menjadi karya ilmiah yang berjudul Persetujuan
Presiden dalam Pembentukan Peraturan Menteri Perspektif

Siya’sah Dusturiyyah,

G. Sistematika Pembahasan
Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian
ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan
penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, penulis membagi hasil

penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri menjadi
7 sub-bagian yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang di angkat

dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka
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menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian,
kerangka teoritik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh penulis,
metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh
penulis, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan

tentang susunan penelitian.

Bab kedua, berisi penjelasan dari teori yang digunakan sebagai
landasan analisis dalam penelitian. Pada bab ini dipaparkan secara
mendalam mengenai teori-teori yang akan mengupas persetujuan Presiden

dalam pembentukan Peraturan Menteri.

Bab ketiga, berisi gambaran Persetujuan Presiden dalam
pembentukan Peraturan Menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 68 Tahun 2021.

Bab Keempat, berisi anaisis dari teori perundang-undangan dan teori
Siva’sah Dusturiyyah terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2021. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan
efektivitas dari ketentuan yan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2021 dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan Peraturan

Menteri.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi
kesimpulan dan saran terhadap analisa dari temuan penelitan yang penulis

lakukan.
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BAB V

PENUTUP

Dari uraian analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Analisis teori perundang-undangan menunjukkan bahwa implikasi

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2021 menimbulkan beberapa permasalahan baru. Baik terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut maupun Peraturan Menteri

yang dihasilkan. Adapun beberapa analisis teori perundang-

undangan terkait implikasi ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 68 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

a.

b.

€4

f.

Tidak memenuhi prinsip Utilitarianisme
Tidak memenuhi asas ketertiban dan kepastian hukum
Menghasilkan Peraturan Menteri lintas sektoral atau lintas

Kementerian

. Tidak sah untuk dilaksanakan

Tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan

Tidak sesuai dengan reformasi regulasi

2. Analisis Siya’sah Dusturiyyah menunjukkan bahwa implikasi

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2021 bertentangan dengan konsep, kaidah Fighiyyah Kuliyyah, dan
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prinsip-prinsip yang digunakan dalam Siya’sah Dusturiyyah.
Adapun beberapa analisis Siya’sah Dusturiyyah terkait implikasi
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2021 adalah sebagai berikut:

a. Tidak memenuhi prinsip kepastian hukum

b. Peraturan Presiden Noor 68 Tahun 2021 tidak sempurna

c. Tidak memenuhi prinsip pertanggungjawaban pemimpin

d. Tidak memprioritaskan kemaslahatan umum

e. Tidak sesuai dengan konsep Al-Wuzarah

Apabila berpedoman kepada salah satu kaidah Fighiyyah Kulliyyah,
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 harus dikaji ulang atau
digantikan dengan kebijakan lain yang lebih bermanfaat.

. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tidak efektif dalam
mengatasi permasalahan Peraturan Menteri. Hal ini ditunjukkan oleh
beberapa hal sebagai berikut:

a. Kuantitas Peraturan Menteri yang dihasilkan cenderung
banyak walaupun Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021
telah berlaku.

b. Peraturan Menteri yang dihasilkan masih menimbulkan
permasalahan.

c. Berdasarkan analisis teori perundang-undangan dan teori
Siya’sah Dusturiyyah, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2021 menunjukkan bahwa Peraturan Presiden tersebut tidak
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mengatasi permasalahan yang ditimbulkan Peraturan Menteri.
melainkan malah menimbulkan permasalahan baru dalam

pembentukan Peraturan Menteri

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran dan
rekomendasi kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Hal ini dikarenakan, Peraturan Presiden
tersebut tidak memberikan manfaat dan malah menimbulkan persoalan baru
dalam pembentukan Peraturan Menteri.

Selain saran tersebut, seharusnya pemerintah dapat mempersempit
kewenangan Menteri dalam membentuk Peraturan Menteri dan memprioritaskan
pembentukan Peraturan Presiden yang tidak mendelegasikan kewenangan
kepada jenis peraturan perundang-undangan lain. Saran dan rekomendasi
tersebut mempertimbangkan kondisi sistem pemerintahan Indonesia yang
menganut sistem Presidensil serta ketiadaan yang Pasal maupun ketentuan
peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan atribusi kepada
Menteri untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu,
pembentukan Peraturan Presiden juga sesuai dengan konsep Al-Wuzarah yang

terdapat dalam Siya’sah Dusturiyyah.
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